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PENGANTAR

cDengan mengucapkan syukur al-
hamdulillal: penulis mencatat bahwa
Pengadilan Apgama di Indonesia pada
tahun 1982 telah mencapal usia sera-
tus tahun, Seperti diketahui Pengadil-
an. Agama untuk pertama kali diben-
tuk. pada tanggal 19 Japuad 1882
dengan Ketetapan Raja yvang dimuat
dalam  Staaisbiad 1882 No. 1352.1)

Selain merasa bewssyukar, penulis
merasa pula bergembira oleh XKarena
ekgistensi Pengadilan Agamas di negara
Republik Indonesia vang berdasarkan
Panca Sila ini dengan Ketuhanan Yang
MMaha Fsz sebagai sila pertamanya,
sampai sekarang {etap berlangsung.
Berbeda dengan negara-negara  lain
vang mayoritas pendudukaya bera-
gamy Islam seperti Turki, Mesir dan
laip-lain, karens pengaruh sekularis
me Pengadilan Agama di negara-negars
itu teiah dihapuskan.?)

Dalam rangka memperingati seratus
tahun usia Pengadilan Agama di In-
donesia,. tulisan ini disajikan dengan
harapan semoga bermanfaat hendak-
aya.

IBTILAE-ISTILAHS)
Yang dimaksud dengan hukum acara

perdata di sini adalalh hukum zcara
perdata yang berlaku di lingkungan pe-

1} Mr Notesuwusanite, Crganisasi dan Yuri-
prudensi Peradilan Agoma di Indéhesia,
Yopakarte: Yayesan Baden Pencrbit
Gafeh Made, 1963} helaman 111,

2} Prof. &y, Notosusantok [ihiliser Seferah
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radilan agama. Istilah peradilan berbe-
da dengan istilah pengadilan. Peradilan
merupakan  sualu  pengertian  yang
wnum (Belanda: rechisspraak, Arab:
al-Qadhs) merupakan suatu upaya un-
tuk mencar keadilan afan penyele-
gaian sengketa hukum di hadapan bs-
dan peradilan menurut persfuran-pera-
furan vang bedaku. Radan peradiian
adatah instansl pemerintah {bidang-
vudikafif) vang diberi tugas dan we-
wenang untuk menyelesaikan sengketa
Gukum veng diajukan kepada badan
tersebui.

Perlu diclaskan mengapa istilah ha-
kum gcara perdata Pengadilan Agama
digunakan di dalam karangan ini. Ada
tiga alasannya. Periama, untuk mem-
bedakannya dengan Pengadilan Ne-
geri. Oleh karena wewenang Penga-
dilan Agama di Jawa dan Madura pa-
da hakekatnya untuk meayelesaikan
persoalan-persoalan dan perkara-perka-
ra yang berialian dengan peskawinan
(nikah, talask dan rujuk). Sedang di
luar Jaws dan Madura wewenang iiu
44444444 selain masalah-masalah dan perka-
ra-perkara perkawinan -—— termasuk
pula pessoalan hibah dan kewarisan.4}
ini semuz termasuk bidang perdata.

3} Lihat M. Tahir Azhary, SH., “Peradilan
Agama  di  Indonesin LN Masa Yang
Akant Davang’” delam Majelah Fakultas
Hukum, No. 3 pehun 1972, haelgman
2324,

Mafalah Fakultas Hukum, No. 3 tohun
1972, halaman 23--24.

4) Wewenang peradilan agarma poeda hake-
Kafmya melipufl hukum perorangan, Ke-
keluargaan dun kewarisan yang hukum
perdata. Sedaneckon wewenang Pencadil-
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_ siilah ini dzgunakan uptuk
. mem_ aﬁgwkamya dengan hukum acara
~Pengadiian Negeri vang di-
i HER atan Reglemen Indonesia
'Yang Dxperbaharul {RID). Di dalam
p_a'akt@k Pengadilan Agama, tidak seds-
kit “zsa-asas di galam HIR diguna-
kam$) Ketiga, tidak selamanya kefen-
tuan-k ketentuan hukum terhimpun da-
laml-suaiu kodifikasi atau dalam suatu
l’fndaﬂg'Undan;_ﬂ Oleh karena penger-
tian kodifikasi telah berkembang se-
d rml_{mn mapa sehingga dikenal selain
'dé' "kodmlfam tertuiup sekarang ini

dijumpai pula kodifikesi terbuka.6)
dalam ‘pengeriian yang ferakhir ipilah

huloum gcara perdata Pengadilan Aga-
ma tesmasul.

APAXAH HUKUM ACARA PERDA-
TA  PENGADILAN AGAMA [TU

ADAT
Apabila dilihat dard sudut kodifi-
kasi  tertutup, sejak  tahun 1882

sampai sekarang hukum acara perdata
Pengadilan Agama belum tersusun da-
lam snatun Undang-Undang, Akan te-
tapi keadazn ind, tidak dapat difadi-
kan -ulasan untuk mengatakan bahwa
hakum acara perdais Pengadilan Aga-
ma:-belum  ada.”? Kenyatasn mem-
bukiikan bahwa sejak tahun 18872
terdapat besbaga! peraturan yang me-
ngatur- tentang hukum acara perdata
di lingkungan Peradilan Agama. Per

5} Pada ' pokokiyae peradilan agmna ber
pegang pade hukwm geara Islam yang
bersuinber dari Figih, Akan tetapi prin-
sip-prinsip delam HIE dipergunakon pula
sehagal sumber hukwn acara perdata per-
adilen agama, selama dan sepanjeng prin-
sip-pringip i tdak bertentangur dengan
hulom aegra Ishom, Bandingkan: Proj.
Dy R, Supomo, Sistent Huku 3 Tndo-
fnesia, helaman 112,

6} Pengerign kodifikasi hukwm sekarang su-
dab berlrembanyg, seftingga #Hidak verbatas
bada pengertion kodififas Rulkum delaim
aril fertufup Sgbagaimana yang Jdifamali
selama ini. Selgin dari kofifikasi teriutup
dikenal pule kodifikasi werbulko. (T,
 Radhie, S. H dafam dwﬁ.;ssz vwlanan yeng

afurap-perafuran yang mengaiur {e
tang hukum acara perdata Peradil:
Agama, antarz lain terdapat & dals
S. 1882 Mo. 152, S. 1939 Ne. 114,
PP, MNo. 45 tahun 1957, Memcn :
Perjelasan P.P. No. 45 tshun 19
Surat  Hdaran  Kementeran Aggmg -
B/I1I/227 tangga! & Januad 195200
tenfang kompetensi Pengaditan JA:
gama dan sekitar pembagian gl
waris,  Surat  BEdaran  Kepala B@'j_rd'
Peradilan Agema No. B/1/737 iang
gal 18 Pebmari 1958 tentang Pelg! .
sanaan Peraturan Pemezintzh Mo, 4577
tahun 1957, Surat Edatan Mahka-
mah Islem Tinggi No. A/5/167 tang- ' .. ..
gat 8 Nopember 1938 tentang Atuyan-
Aturzn Yang Amat Pern Diketahni -

Haad Apama, Surat Edaran Mahka-.

mah Islam Tinggl Mo. AJ6/168 tang:

gal 8 Mei 1939 tentang penegasan
terhadap surai edaran vang sebeh.m~ :

ava, Surat Bdaran Mahkamah s
fam Tinggi No. B/5/789 tanggal 14
Nopember 1956 i{entang bahan-bahan

vang harus dilampirkan unink menga-

jukan  banding kepada Mahkamah

Islarn Tinggl di Surakaris, Kepuiusan
Menterl Agama MNo. 127 tahun 1968
tentang Perobahan Kepuiusan Men-

feri Agama No. 35 tahun 1966 me-
ngenat biava perkara dan biaya-biaya
lainnva pada Pengadifan Agama dan

Pengadilan Agsma Tinggl, PP, MNo®
tahun 1975 (Bab V), Peraturan Men~
feri Agama No. 3 tahun 1975 dan
Instiuksi Direkiur Jenderal Bimbing-
an  Masyarakat Islam No. DBJINS/
1T7/1975 tentang Petunjuk Pelaksa-

7} Tampakiya masih ede disntore Sarjane
Fulaom yang behun mengefahud, bahwa
sesunggihnye huktum acarg perdain per-
adilan ugame &F mdonesia Iiu gudah ada
dan tersebar diberbagai pevaturan, oleh
kareng masih bevorientasi bahwg pany
dinamelkan Lodifitesi it hanyoleh kodi-
fikasi tertutup, Sedongikan sekarang i
stidaht berkembang faham kodlfikas! tey-
buka, Doyl sudur indlah hRendakayo &i-
lihut bohwa hulum scers perdate per
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“naan Perafuran Menter Agama No. 3
iahun, 1975  dan Lampiran Instruksi
Dir. . Jen. Bimbingan Masyarakat Is-
lam Mo, DFING/117/1975.

- Pokok-pokok dari keteninan-keten-
tuan - dalam peraturan-peraturan ter-
ssbut di atas, oleh Pepariemen Agama
{eq. Proyek Pembinaan Badan Peradil-
an Agama) telah disusun dalam satu
buku wvang begudul Kompilasi Per
undang-undangan Badan Peradilan A-
zamma {diterbitkan tahun i980/1981).

SUSUNMAN PERADILAN AGAMA

Berdasarkan Koninklijke  Besluit
tanggal 19 Januari 1882 No. 153, pa-
da setiap tempat vang ada Pengadilan
Megeri dibentuklah Pengadilan Agama
dengan daerah hukum dan yorisdiksi
vang sama seperti Pengadilan Negeri.
Tetfapi peraturan ini hanya bedaku un-
tuk Jawa dan Madura. Oleh karena itu,
istilah Pengadilan Agama (vang herasal
dari Priester raad) atay disebut Raad
Agama hanya dikenal di Jawa dan Ma-
dura saja.

Untuk luar Jawa dan Madura ber-
lakw peraturan-peraturan lain, yaitu:
Staatshlad 1937 Mo. 638/639 tentang
Reglemen Peradilan Agama unfuk se-
bagian HResidensi Kalimantan Selatan
dan Timur. Pasal | Reglemen ini ber
bunyi :

VDalam gfdeliing Banjarmasin {kecuali onde-
rajdeling Pulau Laut dan gideling Hulw Su-
ngal dari Residensi Borneo Selotan dan Ri-
mur) peradilen agoma aitora orang-orong
Islam dilakukan oleh @ fa) Pengadilan Kodi
dan [b} Pengadilan Kadi Tingei %)

Dari ketentuan pasal 1 S, 1937
No. 638 dapat disimpulkan bahwa Pe-
ngadilen Agama di Kalimantan Selatzn
dan Timur disebul dengan istilah Pe-
ngadilan Kadi Jadi berbeda dengan is-
tilah yang dikenal di pulaw Jawa dan

Q) Disebur pule keraparan Kodi (unmk
tinghar pertama) dent Kergpatan fadi
Besar (uniuk tngher Pondingj. Likas:

Madura. Untuk tingkat banding, élse»
bui Pengadilan Kadi Tinggi.

Pada tahun yang sama (1937%) ch—-
bentuk pula Mahkamah Islam Tinggi
(MIT) untuk puizu fawa dan Madura
sebagal peradilan tingkat banding yang
berkedudukan i Jakarta. Pembentuk-
an  Mahkamah Islam Tinggl dimuat
datam Staatsblad 1937 No. 610, Ke-
mudian dengan surat keputusan Men-
feri Kehakiman Rl tanggal 2 Januari

945, Mahkamal: 1slam Tinggl dipin-
dahkan ke Surakarta {Solo}. Selanjut-
nya, dengan keputusan Mented Agama
R.I. No. 71 tzhua 1976 dibentukiah
cabang MIT vang berkedudukan di
Bandung meliputi daerzh Propinsi Ja-
wa Barat dan DEKI Jakarta. Selain itw
dibentuk pula cabang MIT yang ber-
kedudukan di Surabaya vang berfugas
dan berweweneang menyelesailkan per-
Kara-perkuara tingkat banding di Pro-
pinsi Jawa Timur,

Untuk daerah-daesrah selain dari pu-
Jau Jawa, Madura, Kalimantan Selatan
dan Timur, dengan Peraturan Pemerin-
tah No. 45 tahun 1957 dibentuklah

(1}  Mahkamal: Syariiyah vntuk ting-
kat kabupaten/kotamadyza, seba-
gai pengadilan  agama tingkat
pertama.

(2)  Mahkamah Syarivah Propinsi
vang memupekan badan peradil-
fan agama nntuk tingkat banding
(pasal 6 PP No. 45 tahun 1957).
Selain ifu ditetapkan pula bah-
wa Mahkamah Svariyah Pro-
pinsi mempunyal fugas dan we-
wenang Mahkamah Islam Ting-
gl vang dibentuk berdasarkan
staatsblad 1937 Wo. 610 yo. su-
rat keputusan Menteri Kehaki-
man Republik Indonesia tanggal
2 Januari 1946 No. 12,

Dari araian di afas dapatiah disimpul-

kan bahwa :

1. Uniuk pulau Jawa dan Madura di-
kenal Pengadilan Agama {(uatuk

A Tem Tt sk o gt doe EBfohlememals Too
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' _uk Kalimantan Selatan dan Ti-
mur dikenal Pengadilan Kadi (un-
'-tuk-:tmgkat periama) dan Pengadil-
an:Kadi Tinggi (antak tingkat ban-
. ding), atau disebut juga Kerapatan
) 'Kadl dan Kerapatan Kadi Besar.
2 3. Untok daerah-dzerah luar pulau Ja-
WA, “Madura, Kalimanisn Selatan
-dan Timur dikenal Mahkamah Syar’

cdyah {untuk tingkat pertama) dan
: Mahhamah Syariiyah Propiasi {un-
Liuk imgkat banding).

:Denoan demikian terdapat tiga ma-
cam penyebumn untuk  Pengaditan
Agama tingkat pertama yaitu :

j '1 Dl pulau Jawa dan Madura disebut
_Raad Agama atau Pengadilan Aga-
ma.

. i Kalimantan Selatan dan Timur

. disebut Kerapatan Kadi atau Pe-
Cngadilan Kadi.

3. Di luar Jawa/Madura (di Sumatera

dan Sulawesi), disebut Mahkamah
Syariyah.

j ]

" Demikian pula untuk tingkat ban-
ding dikenal tiga penyebutan vaito :

1. Di Jawa/Madura disebut Mahkamah
. Istam Tinggi.
2. bi Kalimantan Selatan/Timur dige-
" bui Kerapatan Kadi Besar atau
Pengadilan Kadi Tinggi.
3. biluar Jawa/Madura {Sumatera dan
Sulawesi) disebut Malikamah syar
iyah Propinsi.

Dengan surat keputusan Menteri A-
gama No. 6 tahun 1980 penvebutan
vang berbeda-beda itu diseragamkan

1} Uniuk tingkat pertama disebug
ngadilan Agama, untuk menggan

kan penyebutan Raad Agama, Kcra-':.f o

patan Kadi (Pengadilan Kadi) dan =
Mahkamah Syar’iyah. -
2) Untuk tingkat banding dis}eb_ut____'
Pengadilan Tinggi
mengganiikan penyebutan Mahkas

mah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi®

Besar {Pengadilan Kadi Tinggi) dan s
Mahkamah Syar’iyah Propingi. -

Penyebutan itu dipersunakan unmk-_.j:"

selurul wilayah Indonesia.

Sebelum lahirnva U.U. No. 14. th

1970 terdapat rechisvacuu m mengenai

wewenang fingkat kasasi éi linglkwagan=

peradilan agama. Oleh karena itu, Mén-
teri Agama R.I. mengelnarkan surat
kepuiusan No. 10 tahun. 1963 vang
member wewenang dan kewajiban ke- -
pada Jawaten Peradilan Agama (se-
karang Direktorat Pembinaan Badan
Perzdilan Agama) untuk melaksanakan
tugas peradilan agama di tingkai ka-
sash. Akan tetapi setelah U.U. No. 14
tahun 1970 berlaku, surat kepumsan
Menteri Agama fersebut dicabut de-
ngan surai keputusan Menterl Agama
No. 28 tahun 1972, sesuai dengan ke-
tentuan pasal 10 U.1J. No, 14 tahun
1970 wewenang kasasi untulk lngku-
ngan peradilan agama sepermuhnya ada-
iah wewenang Mahkamah Agung-_'lni
merupakan langkah maju dalam pem-
biraan teknis-yuridis di lingkungan
peradilan agama.

Untuk memperoleh gambaran vang
jelas fentang susunan peradilan agama
sejak tahun 1882 hingga sekarang da-

vaifu o patiah diikuti skema di bawah ini :
1. 5EJAK TAHUN 1882 SAMPAL
TAHUN 1980
JAWAMADURA KALSEL/KALTIM. LUAR JAWA /MADURA
. Mahkamah Islam Pengadilan Kadi Mahkamazh Syariyah
Tinggi Tinggl Propinsi

(Kerapatan Kadif Besar)

b

Agama uniuk- . -
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“Antara  tahun 1963 sampai
fahun 1972 wewenang kashksi di-
limpahkan kepada Jawatan Peradil-
an Agama. Keadsan antara tahun
1972 sampsi 1980, nama-nama Pe-
npgadilan agama Sebagaimana ierse-
‘but: di atas  helum disersgamkan,
akan tetapi wewenang kasasi secara
‘resni - sudab  dilaksanskan  menjadi
wewenang Mahkamah Agung.

7. 8RJAK TAHUN 1980

Mahkamah Agung

i

Pengadilan Tinggl Agama

1

Pengadilan Agama

Berdasarkan surat kepuiusan Men-
teri Agama No. 6 tahnn 1980 secara
resmy telah diseragamkan namafpenye-
butan peradilan agamsa di selwruh In-
donesin, sehingga dikenal satu macam
penyebutan saja unfuk tiap-tiap dng-
kat {mulai dar tingkat perfama,
banding sampal kasesi) di Bngkungan
peradilan agama yaitu Pengadilan Age-
ma, Pengadilan Tinggl Agama dan
Mahkamah Agung. ini adalah suafu su-
sunan vang sangat baik dan sesual pu-
1a dengan keienfuan-kKetentuan dalam
.U, No. 14 tahun 1970,

KOMPETENSEI ABSOLUT

Pada pokoknva terdapat perbeda-
an kompetensi absolui antara Penga-
dilan-Pengadilan Agama & fawa, Mado-
1a, Kalimantan Selatan, sebagian Kali-
mantan Timur, dengan kompetensi ab-
golut Pengadilan-Pengadilan Agama di
fmer Gasrah-daerah tersebut - — khu-
susnva di Sumatera dan di Sulawe-
gl v :

berkuasa memerksa perselisihan-
persclisihan aniara suami-isieri
vang beragama Islam dan perka-
ra-perkara lain tentang nikah, ta-
lak, sujuk dan perceraian antara
orang-orang yvang beragama ls-
lam. Pengadilan Agama di Jawa
dan Madura berwewenang pula
memeriksa dan memuius tuniu-
tan teniang mas kawin {mahar)
dan tentang keperluan hidup is-
teri yang menjadl tanggungan
suami  (nafkah). 10} Pengadiian
Kadi di Kalimantan Selatan dan
sebagiznn di Kalimantan Timur,
pada dasarnya mempunyai kom-
petensi absolut yang sama sepes-
ti kompetensi absolnt vang di-
miliki oleh Pengadilan Agama di
Iawa dan Madura.ll) Dengan
demikian kompetensi absolut Pe-
ngadilan Agama yvang lahir dasi
Stb. 1937 no. 116, 610, 638
dan 639 adalah semata-mata me-
ngenal  perselisihan-pesselisihan
antara suami-isteri vang beraga-
ma - Iglam  dan perkara-perkara
tentang nikah, tfalak, rujuk dan
perceraian serta akibai percerai-
an, dalam hal ini adalah nafkan
yvang meniadi fanggungan suaimni.
Termasuk juga dalam wewenang
tersebut adalah funfutan ientang
mas-kawin (mahar).

Pengadilan Agama (yang dikenal
dengan sebuian Mahkamah Syar’
iyah yang terutama terdapat di
Sumatera dan Sulawesi) berwe-
wenang memerilksa perselisthan-
perselisihan antara suami-isteri
yang beragama Islam dan segala
perkara menurut hukum yang hi-
dup dipufus menurut hukum
agama Islam yang berkenaan de-
ngan niksh, falak, rojuk fasakh,
nafkah, maskawin (mahar), tem-
pat kediaman, mut’ah dan seba-
gainya, hadhanah, perkara kewa-
risan, wagaf, hibah, sadakab,

Tansir1irmal Aam 1nte dmim cromos by,
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jugs memuiuskan perkara per
‘ceraian dan mengesahkan bahwa
“syarat iaklik sudah berlaku.12)
:Apabila wewenang ini dibanding-
¢ kan dengan kompetensi Penga-
v ddilan Agama yang disebutkan da-
lam (a} di atas, maka kompeten-
wogl Pengadilan Agama yvang dise-
sbutkan dalam: (b} itu dapat di-
cdkatakan lebih luas. Kalan pada
(i{a) kompetensi Pengadilan Aga-
“'ma adalah meliputi perkara-per-
‘Xara ‘perkamwingn, wmaka pada
4 {BY kompetensinyz selain dar
“iiperkara-perkara perkawinan fer-
masuk puls perkarsperkara Le-
warisan, 13} Adanya - perbedaan
- ‘kompetenst absolut di lingku-
“vngan peradilan agama tferuiama
disebabkan oleh politik hukum
pemerinialh  kolonial Belanda
-yang baunyak dipengaruhi oleh
- o dgori resepsi14)

KOMPETENMSINYA MENURUT UU.
NO. 1 TAHUN 1974

Di dalam Lampiran Instruksi Di-
rektur Jenderal Bimbingan Masvara-
kat Islam tangsal 12 Agustus 1975
No.” D/INS/117/1975 telah diperinci
l{'gﬁnpetensi Pengadilan Agama sete-
laly I'Qh'imyd Iundanmurzddng Ne. 1 ta-
hup 1974 sei}df,‘,i bbnkut
1. Izm bagi suami untuk beristeri

lebvilh darl seorang (pasal 4 ayat

41} UL, No. 1 tahup 1974).
2. Izin kawin sebagai dimaksud da-

Jlam pasal 6 ayat {5) U.U. No.

-1 fahun 1974,

3._. 1¥ispensasi kawin (pasal 7 ayat
{2y UU., No. 1 tahun 1974).
11} bid.

12)IBdd, halman 7.

13) ibid, hiolaman 6 - 7.

14} Tentang kritik terhadop teovi resepsi da-
paf dibaca buku Prof, Hazairin, Hukum
Aekelz:zzrsm;z Nasional (Jekarta: Tinta-
nies, 1968, halaman 6).

15) iz, Jen. BIMAS fslam, Departeren

B R s T B 2 £ U Y . YT S

4. Pencegahan perkawinan s (pasal-.'
17 avat (1) U.U. No.

19743, S

5. Penolakan perkawinan cleh pe:
gawai pencatat perkawinan: (pai-
sal 21 ayat (3) U.U. No. -1-.:-@1;& '
1974),

6. Pembatalan perkawinan . (pasal
25 UM Ne. 1 tahan 19?4} T

7. Gugatan suami atan 1sten atas
kelalaian. pihak lainnya c’I‘ :

- menunaikan kewajibanpy:
sing-masing (pasal 34 ay,
U.U. No. I tahun 1974),.

8. . Penyaksian talzk (pasal 39.U .17
He. 1 izhun 19743,

9. Gugatan pesceraian (pasal,
ayat (1) U.U. No. 1.ita
1974y .

10, Penentuan pengiasaan
anzk (hadhonzh) (pasal 2
a UU. No. 1 tahun 1974),

11, Penentuan biaya penghidupan
bagl bekas isterd (pas'al' 41'.

. sub b U.U. No. 1 tahun 1974),.

12, Peneniuan biaya pemehharaan,
dan peadidikan anak (pasal .
sub b U.U. Ne. 1 tahun 1974

13. Penentuan tentang sahftidakaya
anak. atas dasar tudohan zma;.
cleh suami atas ﬁtennya {pa-
sal 44 ayat (2) UU Mo, tahun,
19745, .

14. Pencabutan kekuasaan orangtua;-
(pasal 49 ayat (1) U.y.. Nc._,
tahug 1974). . :

15. Pepcabutan kekuasaan dan pe-
nunjukan wali {pasal 53 U1,

- Ne. 1tahun 1974), .

16, Pencabutan tentang soal apakah;
penclakan untuk melakukan per-

" kawinan campuran oleh pegawaf
pencatat ' perkawinan beralasan
atau tidak (pasal 60 U.U. No.
1 tahun 1974).

Kompetensi peradilan- agama sebagai-
mana yang tercantum dalam UL
No. 1 tabun 1974, sebanyak-.16:
(enam belas) macam, pada dadamys
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L. sthys 1937 ‘Mo, 116 dan 610, untuk
JawajMadura pasal 3 ayat (1) stb.
11937 ‘Mo, 638 dan 639 uniuk Kali-
‘mantan Selatan/sebagian Kalimantan
. Tinpr dar.pasal 4 ayat {1) P.P. No.
=48 -'tahun. 1957 untuk luar Jawa,
- Madura dan Kalimantan Selatan.18}
““Tentang hadhonah, biaya pemeli-
haraan * dan pendidikan anak sebagai-
' mana yang diatur dalam pasal41 UG.U.
- tahun 1974 dianggap sebapai

rangkaian atau akibat dard putusnya

Vpezkawman ‘karena perceraian. Oleh
skarépa itu; apabila masalah ini timbul
. daydiketahni oleh Pengadilan Agama,
“maka pada soat tefjadi perceraian

hendaknya diselesaikan sekaligus oleh

" Pengadilan agama dalam putusannya.

Ini dimaksudkan untuk meaghindar
bemlangn}ia pemeriksaan perkara da-

" laf kasus vang sama.r7)

Dengan_ lakirnya U.U. No. 1 tahun
1974, maka harus dibedakan dua hal
' yaity permohonan dan gugaian. Da-
lam hal pemmhonan fidak ada pihak
termohon vang secara langsung mem-
berikan ‘jawaban, bantahan atau tan-
_tangan permohonan ferhadap pemo-

. hon.'Pengadilan Agama akan menentu-

~ kanapakah permohonan itu diterima
- atau ditolak. Salah satu contoh permo-
honan adalah permchonan pembatal-
" an perkawinan (pasal 25 U.U. No.l
Ctahun 19743 Setiap  permohonan
" diselesaikan dengan ketetapan Penga-
dilan Agama (beschikking). Sedang-
kan swate gugatan setelah menjalani
Droses persidangan diselesaikan de-
ngan keputusan Pengadilan Agama
(vonms 18)-

PE&GSEDUR MENGATURAN PER-

MOHONAN/GUGATAN, 9

a. Prosedur Permohonan,

1. Pemohon atau kuasanya dafang
- ke Kantor Kelurahan

16 taid.

uantuk .-

j5)

‘ b. Membayar

 kan UL

mendapatkan Surat Keterangan
Lursh (Peraturan Menteri Aga-
ma Mo. 3/1975 pasal 3},
Pemohon. atau kuasanya dengan
membawsa surat keterangan Lu-
rah datang ke Pengadilan Agama

©ountuk

a. Mengajukan permohonannya
secara teriulis atau lisan ke-
pada Paniters (PP No. 9/
1975 pasal 14 jis. Peraturan
Menteri Agama No. 3/1975
pasal 12, 13, 17 dan 20, HIR
pasal 118, Reg ps. 142).

persekot biaya

perkara kepada bendahara-
wan Xkhusus (Stb. 1937 No.

I'16 dan 610 pasal 4 jis Sth.

1937 No. 637 dan 638/639

pasal 4 dan 10, PP no. 45/

1957 pasal 5}.

Pemohon afau kuasanya meng-
hadiri sidang Pengadilan Agama

. berdasarkan surat pangsilan Pa-

nitera (PP Mo, 9 tzhun 1975 pa-

“sal 26, 27 dan 28 jo. HIR pa-
“gal 121, 124 dan-125).

* Pemobon_atau kuasanya wajib
 membukiikan kebenaran ist per-

mohonannya, berdasarkan alat-
alat bukti surat-surat, saksi-saksi,

. pengakuan salah satu pihak, per-

sangkaan Hakim dan sumpah sa-

. lah sama pihak (HIR pasal 131

dan 132).
Pengadilan Agama mengeluarkan

: ketetapan baik permohonan itu

diterima ‘maupun ditolak, digu-
gurkan, ataupun dicabui. (Ins-
truksi Dir. Jen Bimas Islam No.
DIVING/11741975 berdasar-

1 tehun 1974 pasat 2
dan 14).

Pemohon dan termohon mempe-
roleh salinan penetapan Penga-

. dilan Agama atau SKT3 khusus

uatuk pemochoen dan termohon
dalam ikrar talak, (Stb. 1937
Mo, 116 dan 610 pasal 5 jo PP

R W R =T - - P N =t o
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. ~memperoleh

Pengguget atav kuasanya datang
ke Kantor Kelurahan untuk
surat ketemhgan
tempat tinggal dar Lurah:

. {Peraturan Mented Agama No.3/

1975 pasal 3).

Penggugat atau kuasanya dengan
membawa surat keterangan, Lu-
rah datang ke Pengadilan Agama
vntuk mengajukan gugatan: fer-

. tulis ateu lisan kepada Panitera

dan untuk membayar persekot
biava perkara.

‘Penggugat dan tergugat atau ma-

sing-masing kuasanya menghadiri
sidang Pengadilan Agama berda-
sarkan surat panggilan p. . ¢ a.
Majelis Hakim memeriksa perka-
ra dengan tahapan-fahapan si-
dang sbb. : Pembacaan surat gu-
gatan oleh penggugat, jawaban
tergugatl, replik penggugat, dup-
lik {ergugat, pemeriksaan alat-
alat bukti pengeugat dan tergu-
gat, kesimpulan pengpgugat dan
tergugat dan  putusan Hakim
(HIR pasal 131 dan 132).
Putusan Pengadilan Agama (vo-
nnis). Dalam hal perkara tak-
lik-talak, atau perkara fdak di-
terima atau ditolak atan digu-
gurkan oleh Majelis Hakim atau
dicabut dalam persidangan, Pe-
npadilan Agama mengeluarkan
penetapan.

Penggugat. wajib membuktikan
kebenaran darl isi gugatannya
berdasarkan alat-alat bukii: su-
rat-surat, saksi-saksi, pengakuan
salah satu pihak, persangkaan
Hakim dan sumpah salah satu
pithak (HIR pasal 16},

Kepada penggugat dan fergmgat
diberikan salinan putusan Penga-
dilan Agama.

Kepada penggugat dan tergugat
diberikan surat keterangan bah-
wa putusan Pengadilan Agama
telah mempunyai kekuaian hu-

L P A I

10.

kepada Pengadilan Neégehiatas
putusannya yeng telah mempu-
nyai kekuatan hukum yang -
tap. (UU MNo. 1 tahup 1974
pasal 63 jo PP no. 9/&975 pa—
sal 36).

Pihak  yang menang per}{am
vang ada hubungannva. éengan
hak kebendaan dengan bantuan
Pengadilan Agama dapat rﬁeﬁﬁn—
ta  executolr verklaring. i{&péda .
Pengadilan Negeri, apabila puty-
san ifu tidak dijalankan secara
sukarela.  (Stb. 1937 No. 116
dan 610 pasal 2a ayai {3) jis stb.
1937 No. 637 dan “638/639
pasal 3 dan PP MNo. 45/195’7
pasal 4 ayat (3).)

Proseduy banding
1.

[

L

Pembanding atau kuasanva da-
tang ke pengadilan Agama un-
tuk: menerima keputusan Pe-
ngadilan Agama dan menyatakan
kehendak banding dalam masa
14 hari setelah yang bersangkutl-
an menerima salinan keputusan/
ketetapan, afaw dalam masa 30
har setelah keputusanfketetapan
divmumkan dipapan pengumum-
an Pengadilan Agama.

Membayar biaya perkara ban-
ding.

Pembarding atau kussanva me-
ayerahkan memori baanding ke-
Pengadilan Agama untuk diterus-
kan ke Pengadilan Tinggi Agama.
Apabila berkas banding sudazh
dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama, maka pembanding atau
Kuasanya, dapat mengirim me-
mori banding langsung ke Pe-
ngadilap Tinggl Agama.
Pengadilan Tinggi Agama dapat
mengeluarkan produk keputusan
sela atau keputusan akhir,
Keputusan yang teiah mempu«

L T
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Hukum dan Pembangunan

| Prodedus kasasi :

1.

“Pinak yang merasa keberatan
i terhadap

putusan Pengadilan
Tinggi Agama datang ke Penga-
dilan Agama unfuk menyafa-

kan kehendak kasasi kepada
Mahkamah Agang dalam tem-
POl
+1, Tige minggu unink Jawa dan
©.. " Madura.
<18, BEpnam minggu  untak luar

o Jawa dan Madura,

¢ Membayar biaya kasasi.
Menyerahkan risalah kasasi da-

lam fengeang wakiu dua minggu

- .---te'rhitung harl berikuinva per-

nyataan permohonan - kasasi,
vang merupakan syarat uniuk
diterimanva kasasi olsh Mah-
kamah Agung dengan salah satu
atau ketiga azlasan hukum ter-
sebut di baweah ini :
4. Karenz Peagadilan Ialai me-
.menuhi syarat-syarat  yang
- éiwajibkan oleh Peraturan Pe-
mundang-undangan,
b. Karena Pengadilan malampaui
batas wewenangnya.
¢. Karena pengadilan salah me-
rapkan atau melanggar per-
- aturan-peraturan hukum vang
berlaku.
Pihak fermohon kasasi atzu kua-
sanya datang ke Pengaditan Aga-
ma uniunk menverahkan konira
risalal kosasi dalam fempo dua
minggy  terhitung hari berkut-
nya diterimanya risalah kasasi,
Berkas kasasi paling lambat sa-
tu bulan sejak permohonan ka-
sasi diterima di Pengadilan A-
gama, oleh Pengadilan Agama
dikirimkan ke Mahkamah A-
gung, dengan member fembu -
san ke Pengadilan Tinggi Agama.
Mahkamah Agung memeriksa
perkara kasasi tanpa dihadisi
pemohon dan termohon kasa-
s,

Salinan  lenntusan Mahlamash

Masalah pengnicuhan

Apakah pengukuhan keputusan Pe-
agadilan Agama oleh Pengadilan Ne-
geri mengenai perkara perceraian di-
perlukan? Menurut pasal 63 avat (2)
ditentukan bahwa keputusan Pengadils
an Agama mengenai perkara percerai-
an vang sudah mempunyal kekuatan
hukum vang pasti, periu dikukuhkan
oleh Pengadilan MNegerl. Pengukuhan
tersebul sekedar bersifai administra-
of.

KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
HIR

Dengan berlakunya undang-undang
Perkawinan, maka ketentuan-ketentu-
an yang terdapat di dalam HIR diper
gunakan pula di dalam prakiek peradi-
lan agama. Ketentuan-kefentuan ter-
sebut antara lain :

1. Putusan tanpa hadirnys tergugat
{verstek), pasal 125 ayat (1)
HiR).

2. Pihak yang berkeberatan atfas pu-
tusan verstek dapat mengajukan
perlawanan {verszet).

3. Majelis Hakim bersifat kollegial

(Hakim Majelis yvang terdizi dari
kefua, dan dua orang anggota).

4. Gugatan digjukan kepada Pe-
ngadilan Agama yang daerah hu-
kumnya meliputi tempat kedi-
aman fergugat. (PP No. 9/1973
pasal 20 ayat (1).}

5. Dalam hal tempat kediaman ter-
gugat tidak jelas atau tidak dike-
tahui atav  tidak mempunyal
tempat kediaman tetap, guga-
tan percersian diajukan kepada
Pengadilan Agama di tempat
kediaman penggugat. (PP, No.
9/1975 pasal 20 {2).

6. Para pihak dapat dibantu oleh
penasehat hukum.

7. Ketwa Meajelis Hakim harmus ber-
usaha mendamaiken keduz pi
hak.

8. Tergugat berhak memasukkan
R A L
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talal bukti terdis dar su-

" ratsurat, saksi-saksi, pengakuan

salah satu pihak, pemsangkaan
Hakim dan sumpah salah saf
pihak (HIR 131 dan 132),

Peninjanan kembali keputusan-
kepuiusan Pengadilan Agama

“yang mempunyal kekuatan hu-

Ium yang tetap.

Demikianlah antara lain beberapa ke-
tenfuan dalam IR yvang dipergunakan
pula oleh Peradilan Agama.

KESIMPULAN :

R

Dari uraian di atas dapat disim-

- pulkan bahwa hukum acara per-
 data di

lingkungan Peradilan
Agamia sejak tabun 1882 sampai
sekarang -sudah ada dan terse-

“bar dibsrbagai peraturap-gerun-

~dangundangan.
Di-dalam praktek, terutama se-

“icjak berlakunya undangindang

Perkawinan, Peradilan  Agama

©omenggunakan pula Reglemen In-

donesia Yang Diperbahami (HI-
R) sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip-pransip  hukum
acara Islam yang bersumber dari
kitab-kitab Fikih,

W

Sekarang ini RULU tentang Acaéa' R
Peradilan Agama sedang “digg.
dok™ dan diharapkan tidak lamg -

fagi akan menjelma sebagsi Un-
dang-Undang.
Pada hakekatnya RUU teatang
Acara Peradilan Agama vang
tersebut di atas, sefain memuat
ketentuan-ketentuan yang sudah
ada tentang bukum acara perds-
ta di lingkungan Peradilan Aga-

ma, memuat pela ketentuanke. -

tentuan yang bari sesual dengan
perkembangan masyarakat dan
perkembangan produk hukum
setelah Indonesia merdeka.
Patuf dipuji usaha-usaha Depar-
temen Agama yang telah meng-
himpun peraturan-perindang-up-
dangan, khususnya vang berta-
lian dengan hakum zcara perda-
ta di lingkungan Peradilan Aga-
ma. Pada tahun 1976 telah di-
himpun  setebsl 896 halaman
berbagal peraturan-perandang-
undangan dan pada tahun 1989
telah  diterbitkan suatn buky
vang begudul "Kompilasi Pey-
undaag-undangan Badan Peradil-
an Agama,
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